Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 3} TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

bahwa untuk tertib administrasi dan meningkatkan efisiensi
dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga
Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

(1)

(2)

(3)

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga
Satuan Biaya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun Anggaran 2022.

Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Standar Satuan Harga (SSH)

b. Standar Biaya Umum (SBU)

c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)

d. Analisa Standar Belanja (ASB)

Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.



(2)

(1)

(2)

Pasal 2

Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan digunakan
dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan

Biaya Kegiatan berfungsi sebagai:

a. Batas tertinggi yang Dbesarannya tidak dapat
dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju

c. Bahan penghitungan pagu indikatif APBD

Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan

Biaya Kegiatan berfungsi sebagai:

a. Data  tertinggi yang  besarannya tidak dapat
dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan

b. Estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi
yang dapat dilampaui karena  kondisi tertentu,
termasuk karena adanya kenaikan harga pasar

Pasal 3

Perangkat Daerah dapat mengusulkan Standar Harga
Satuan Biaya Kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan
Bupati ini sepanjang perhitungannya dilakukan secara
profesional dan dapat dipertanggung jawabkan dengan
menganut prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan
kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika
disetujui maka akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
untuk tahun berkenaan.



Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal R A’D\M{lﬂ 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSA/AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 2% kﬁ“ﬁm 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

7-\
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 38



